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Abstrak
 

Masalah tindak pidana pencucian uang merupakan permasalahan yang tidaklah dapat dipandang sebelah

mata oleh setiap negara di dunia. Kejahatan ini merupakan sebuah tindak pidana serius yang memerlukan

sebuah pencegahan dan pemberantasan yang optimal. Hal ini disebabkan karena praktek tindak pidana

pencucian uang (money laundering) mempunyai keterkaitan sangat erat dengan kejahatan yang terorganisir

(organized crime). Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan sebuah proses dimana

pelaku kejahatan berupaya menciptakan ilusi sehingga harta yang dibelanjakan yang diperolehnya dari hasil

tindak pidana kejahatan tampak seolah-olah berasal dari sumber yang legal.

 

Praktek tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan dengan perencanaan

yang rapih dengan melibatkan berbagai sarana kejahatan. Praktek tindak pidana kejahatan ini kian kompleks

dan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil yang bersifat nasional namun telah melibatkan skala yang luas

yang bersifat internasional. Hal ini disebabkan karena praktek tindak pidana pencucian uang ini semakin

beragam dan dilakukan dengan melintasi batasan yuridiksi suatu negara. Akibatnya uang-uang atau harta

kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang telah tersebar di penjuru dunia.

 

Hal inilah yang mendorong hadirnya sebuah kerja sama internasional guna melakukan pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana ini dan membentuk institusi-institusi internasional yang memberikan

penekanan secara internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini.

Selain itu pemerintah di suatu negara harus juga terdorong untuk memberikan perhatian dengan melakukan

kebijakan hukum balk berupa kebijakan dikeluarkannya peraturan di bidang pencucian uang ini serta

dibentuknya institusi yang memiliki kebijakan di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang ini.
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